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 Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana
pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya yaitu pidana pengawasan. Berdasarkan penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Jantho terdapat anak yang dijatuhi pidana pengawasan. Namun dalam kenyataannya masih belum dilaksanakan
sesuai dengan undang-undang.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak yang
berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengawasan
anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.
 Data dalam penyelesaian skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian
lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data
wawancara dengan responden dan informan, untuk selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana bersyarat yaitu
dilakukan oleh Jaksa, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan hakim pengawas dan pengamat. Pengawasan terhadap pidana pidana
bersyarat dilakukan terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan
oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho adalah luasnya wilyah kerja BAPAS Banda Aceh, tempat tinggal klien anak yang berada
di pelosok dan tidak memiliki alat komunikasi, klien anak susah disuruh datang ke kantor, kemampuan melakukan konseling oleh
BAPAS belum optimal dan banyak klien anak yang jarang melakukan wajib lapor.
Disarankan adanya penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Banda Aceh, penambahan sarana
transportasi BAPAS Kelas II Banda Aceh dan SDM tenaga konseling oleh PK BAPAS dan para klien anak agar segera melakukan
wajib lapor kepada BAPAS demi lancarnya bimbingan kemasyarakatan oleh BAPAS.  
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